SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, perlu
dilakukan penyesuaian susunan tim teknis jaringan
dokumentasi dan informasi hukum yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 tentang Mutasi
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
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beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1125);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Repeblik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 799);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun

2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
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Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KETIGA  ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

Mengubah Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum sehingga Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2023
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2023
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU NOMOR 13 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BENGKULU

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

I. TIM PEMBINA

NO NAMA

JABATAN

Rusman Sudarsono

Ketua KPU Provinsi Bengkulu

Alpin Samsen

Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Emex Verzoni

Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Dodi Hendra Supiarso

Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Sarjan Efendi

Anggota KPU Provinsi Bengkulu
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Kemas Mohammad Ajir

Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

II. TIM TEKNIS

[NO NAMA

JABATAN

1. | Oktan Huzaeiry

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

2. Sudirman Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Lugisti

Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi,

3. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya
Suryadinata Maniisia
4. Martoni Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya
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'NO NAMA JABATAN
S. Hafiz Umar Kepala Subbagian Hukum
6. | Fitrian Ansyori Staf Subbagian Hukum
7. Evi Febrianti Staf Subbagian Hukum
8. Pimas Septian Staf Subbagian Hukum
Wijaya
9. Tri Aprianti Staf Subbagian Hukum
10. Mirsantoso Staf Subbagian Hukum

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINS] BENGKULU
iBagian Teknis Penyelenggaraan
an Hukum,

jdih.kpu.go.id/bengkulu



jdih.kpu.go.id/bengkulu

